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Financial Technology (Fintech) ikut memasuki industri jasa keuangan dengan basis teknologinya yang kuat.
Peer to Peer Lending menjadi salah satu model bisnis Fintech yang paling diminati masyarakat yang mana
menduduki posis kedua dalam penggunaan fintech. Dengan besarnya potensi pertumbuhan bisnis P2P tentu
juga harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. PMK N0.69/2022 mengatur mengenai pengenaan PPN
terhadap Jasa P2P L ending yang berfokus pada Penentuan Dasar Pengenaan Pajak mengingat maraknya
bermunculan penyedia penyedia platform lending baru di masyarakat dengan sistem penagihan yang
berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara
mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menjadi kebijakan
Dasar Pengenaan Pajak dari transaksi penyerahan jasa Lending. Setelah melakukan analisis, standar DPP
yang digunakan masyarakat saat ini berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi dua skema. Selain itu
pengenaan Pajak Pertambahan Nilal atas kegiatan Lending masih memerlukan kejelasan dalam satu
kesatuan standar untuk menjadi kejelasan tahap implementasi peraturannya.

...... Technology has entered the financial services industry with its strong technological foundation. Peer-to-
Peer Lending has become one of the most popular Fintech business models, even ranked secondth place for
fintech usage among the community. Given the significant potential for P2P business growth, clear
regulations are essential. Ministry of Finance Regulation No. 69/2022 addresses the imposition of Value
Added Tax (VAT) on P2P Lending Services, focusing on the Determination of Taxation Basis, considering
the proliferation of new lending platform providers in society with varying collection systems. This research
employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and literature reviews as data collection
methods. The aim of this study is to analyze the aspects that constitute the Taxation Basis policy for lending
service transactions. After analysis, it is evident that the current community uses different standards for the
Taxable Transaction Vaue (DPP), which can be grouped into two schemes. Moreover, the imposition of
Value Added Tax on lending activities still requires clarity in establishing a unified standard for
implementation.
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